NOMOR 14 TAHUN 2004

I[EMBARAN DAERAH
PERATURAN DAERAH PROPINS|
NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2004

QZ>~Zm-—

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN




NOMOR 14 TAHUN 2004

I[EMBARAN DAERAH
PERATURAN DAERAH PROPINS|
NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2004

QZ>~Zm-—

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN







o
S

o




Susteni




e
o

]

’
e

R

D




st

e}
e




d. Pengusahaan  Pertambangan yaitu  memberikan  Kuasa
Pertambangan  vang terdiri dari Izin Penugasan Pertambangan,
Tzin Pertambangan Rakyat dan Kuasa Pertambangan pada daerah
lintas kabupaten/kota dan pada wilayah perairan 4 mil laut sampai
dengan 12 mil laut; '

c. memberikan rekomendasi terhadap Kuasa Pertambangan yang
diterbitkan oleh Bupati/ Walikota;

f memberikan rekomendasi dalam proses izin pembelian,
penvimpanan dan penggunaan bahan peledak;

g. memberikan Izin Lokasi Gudang Bahan Peledak, Kartu lzin
Meledakkan (KIM) dan pengesahan Kepala Teknik Tambang;

h. memberikan Izin Usaha Jasa Pertambangan Umum (IUJPL).

BARIII
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN
Bagian Kesatu
Inventarisasi

Pasal 3 .

(1) Inventarisasi bahan galian dilakukan dengan cara meclaksanakan
penyelidikan di lapangan terhadap keterdapatan potensi bahan galian.

(2) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam avyat (1) dituangkan
dalam peta dengan skala 1 : 100.000 atau lebih besar untuk dijadikan
dasar pengembangan pertambangan. '

Pasal 4

Penctapan Zonasi pertambangan dilakukan dengan jalan membagt zona
pertambangan yang meliputi  kawasan pertambangan dan daerah
pencadangan potensi bahan galian.

Pasal 5

(1) Pengembangan Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan yang meliputi :
a. penelitian pemanfaatan potensi bahan gahian;
b. pengujian kualitas bahan galian;
¢. promosi bahan galian;
d. pengembangan teknologi di bidang pertambangan;

«w

pemberdayaan masyarakat setempat.

(2) Pengembangan Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak ketiga.
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(3) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi diwajibkan melakukan
daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sckali.

Pasal 14
Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 avat (2)

huruf d be isikan wewenang untuk melakukan usaha pertambangan
pengolahan dan pemurnian.
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Kuasa Pertambangan scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan

untuk jangka waktu paling lama 30 (Tiga puluh) tahun dan dapat
11 erpanjang sebanyak 2 kali, sctiap kali untuk jangka waktu 10

L)

{sepuluh) tahun atas permintaan yang bersangkutan.
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3) Pemegang Kuasa Pertambangan Pengolaban dan  Pemurnian
melakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 15

(1) Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2}
huruf ¢ berisikan wewenang untuk melakukan usaha pertambangan
pengangkutan dan penjualan.

Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat { 1) diberikan
untuk jangka waktu pa}ing lama 10 (Sepuluh) tahun dau dapat
o

diperpanjang untuk sctiap kalinya untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun.
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Bagian Kedua
Tata Cara Memperoleh Kuasa Pertambangan

Pasal 16

(1) Permohonan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, Kuasa
Pertambangan Eks pl(}iﬁ%i dan Kuasa Pertambangan Eksploitasi

dilakukan dengan Ketentuan sebagai berikut
a. untuk satu wilayah Kuasa Pertambangan harus diajukan satu
permohonan dengan melampirkan hasil UKL, UPL atau AMDAL;
b. wilayah vang terpisah tidak dapat dimohon scbagai 1 (satu)
wilayah.
(2} Perm0h0*1an Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (1
harus dilampirkan Peta Wilayah Kuasa Pertambangan  vang

Y

menuﬂjun}mu batas-batas koordinat astronomis yang jelas.

Peta wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan
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dengan:
a. Skala sekecil-keciinya 1: 200.000 (satu berbanding dua ratus
tibu) untuk Kuasa Pertambangan Peny velidikan Umum,
b. Skala 1 : 50 GO"‘ {satu berbanding lima puluh ribu) untuk Kuasa
ﬂaﬂbangax S FIO ' 1,
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Skala 1:10.000 (satu berbanding sepuluh ri
Pertambangan Eksploitast.
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(2) Pelaksana Inspeksi Tambang diangkat dan diberhentikan olch

Gubernur.
(3} Polaksana Inspeksi Tambang berwenang menghentikan somentara
kegiatan pertambangan dalam hal
a) terjadi penyimpangan dalam bat as-batas tertentu  terhadap
persyaratan teknis Kuasa Pertambangan.
) b) menimbulkan akibat yang cenderung membahayakan terutama

bm-r' keselamatan manusia.

BAB X1
PENYIDIKAN

Pasal 39
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Pejabat pegawai negeri sipil tertentu ditingkungan Pemerintah Daerah
diberi wewenang Kkhusus scbagai penyidik untuk  melakukan

penyidikan tindak pidana dibidang pertambangan scbagaimana -
dlma}\ ud dalam Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Jukum Acara Pidana.
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(2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud
{Lalam a'y'at L4 _:) dcu(u

a. mener 1;{1.‘, mencari, mengumpulkan dan t eneliti keterangan ataun

laporan berkenaan (Lengau tindak pidana dibidang pertambangan
agar l\ete angan atau laporan terscbut menjadi le bih lengkat dan
jelas:

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mex ngenai
kebenaran pprbua*an yang dilakukan orang pribadi atau radan
schubungan dengan t indak plflana dalam bidang pertambangan;

o

¢. meminta keterangan dan bahan bukii dari orang pnbaw atau badan
sehubungan dengan tindak pidana dalam bidang pertambangan,

d. memeriksa buku- buku, dtan catatan dan dokumen lain
berkenaan dengan tindak pi d na dibidang pertambangan;

e. melakukan penggeledahan  untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan dan Jokumen— dokumen lain serta
mulan.ukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

£ meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan fugas
venyidikan tindak pidana dibidang i erfambangan;

- =1 1 I~
g. menyuruth berhenti dan atau melarang seseorang meniggalkan

ruangan atau tempat pada sa tpc’:me (saan sejak berlangsung dan
mym riksa 1 wmltas seseorar lg dan atau dokumen vang dibawa
sebagaimana dimaksud dalam huruf ¢ ;

| h. memotret sescorang vang berkaitan dengan tindak pidana
pertambangan untuk d;dcnu“m.uta%lkm ;

o o

memanggﬂ orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
schagai tersangka atau saksi;

menghentikan penyidikan.
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